KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! SUMATERA SELATAN
NOMOR 874 TAHUN 2019
: TENTANG

MADRASAH TSANAWIYAH TAHFIDZ AL QUR'AN ROMADHON
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT :mHm YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang @ a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggnraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrassh Swasta di lingkungan Kantar
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan skses pendidikan madrasah
yang bermutu, periu memberikan kesempatan masyarakat molabui
organisasl berbadan hulum untuk menyelenpgarakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Msdrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimoksud dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Sclatan
tentang  Pemberinn  Izin Operesionnl  Pendirinn Madrasah
Tsanawivah Tahfide Al Quran Romadhon HEabupaten Ogan
Kometing Ulu Timur.

l. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
[Lembaran Negarm Republik Indoncsia Tahun 2005 Nemor |57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586];

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentnng Standar
MNasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4496) scbagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atoas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Namor T1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410},

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerininh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar [Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863];

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tombahan Lembarpn MNegara Republik Indonesia
Namaor 4864).

6. Peraturan Pemerintah Hmnnr'H Tahun 2008 tentang Guru
ﬂmhmﬂmrnﬂ:mﬂﬁhmwmwlﬂ
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarnan Pendidikan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomaor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republilt Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tabhun 2010 tentang
Perubahan Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggnraan Pendidilkan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

& Pernturan Menteri Pendidilean Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Unituk Sekolah Dasar/Madrazsah
Ibtidatyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah,
dan Selkolah Menengah Atas/Madrasah Allyah;

49, Peraturan Menteri Pendidilean Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubnh menjedi Peraturan
Menterd Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidilean Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nomaor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Fengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolsh
|Berita Negara Republik Indonesis Tahun 2012 Nomor 206)
scbagaimana telah diubah dengan Pematuran Menteri Agama
Nomaor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterd
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah [Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomaor 684j;

11, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organizasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor B51);

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenpgaran Pendidikan Madrusah [Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomaor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Modrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);



KESATU
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KEEMPAT

MEMUTUBKAN :
L J

HEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH TAHFIDZ AL QUR'AN ROMADHON
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Setclah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik. pelaksanaan
kurikulum, pelaksanann pemenuban standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atou

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurnid a dinilal memenuohi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atan
hasil akreditasi sebagaimana dimalesud Dilehum KEDUA homaf
b mendapat peringkat minimal C, maka ixin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berinku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurof a dinilai memenuhi standoar
pelayanan minimal penyelenggarasn pendidikan dean/stao
hiasil akreditazs) sebapaimana dimaksud Diktum KEDUA harof
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
scbapgaimana dimaksud dalam Dikctium KESATU dicabut,

Keputusan ini mulai berlalou pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplcan di Palembang
Pada tanggal 4 Desember 2019




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS! EUMATERA SELATAN
NOMOR 874 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIVAH TAHFIDZ AL QUR'AN

ROMADHON

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

MTS. TAHFIDZ AL QUR'AN ROMADHON

2 |Nomor Statistik Madrasah

121216080065

3 |Alamat Madrasah

J1. Setia Kota Baru Barat

Desa / Kelurshan Kota Baru Barat
Kecamatan Martapura
EKabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan

4 [Nama Organisasi Penyelenggara

YAYASAN TAHFIDZ AL QUR'AN
ROMADHON

5 |Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

No. 18 Angea Mahadiatama Tanggal 10
Oktober 2018

6 |Pengesahan Akte Notaris
Crganisas| Penyelenggara

AHU-003908 AH.01.04. Tahun 2018

Tanggal 10 Oktober 2018




